GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 778/KPTS/VII/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, dipandang perlu menetapkan
Teknis Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan
pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan
Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6865);

3. Peraturan Prcsiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

-

S. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun tahun 2023 tentang
Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Setiap Perangkat dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan bentuk format

Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

Penyusunan Laporan Kinerja setiap Perangkat Daerah harus

menyajikan informasi tentang :

a. uraian Singkat Organisasi;

b. rencana dan target kinerja serta pengukuran kinerja yang
ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan; dan

c. evaluasi dan analisis setiap sasaran strategis atau hasil dari
program kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya
terwujud oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Laporan kinerja perangkat daerah sebelum disampaikan ke Biro

Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan agar direviu terlebih

dahulu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).



KELIMA : Setiap kepala Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan
laporan kinerja yang telah direviu oleh auditor Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah {APIP) sebagaiman dimaksud pada Diktum
Keempat dan disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah cq. Kepala Biro Organisasi sebagai dasar penyusunan
laporan kinerja tahunan Tingkat Pemerintah Provinsi berdasarkan
perjanjian kinerja yang telah disepakati, paling lama 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi serta
sumber lainnya yang sah tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2e OXTOBER 2025

Tembusan :

Menteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia di Jakarta.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.
Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

QPN



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 772/KPTS/VII/2025
TANGGAL : 20 OKTOBER 2025

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.
. Tujuan Pelaporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi
yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:
Uraian singkat organisasi;

Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

Pengukuran kinerja; dan

Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau
hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang ‘seharusnya
terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan
sumber daya.
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. Penyampaian Laporan Kinerja

Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan
berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya
kepada Gubernur, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah
Daerah berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan
menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri
Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Gubernur dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan
internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan
kinerja.
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 778/KPTS/VII/2025
TANGGAL : 20 OKTOBER 2025

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

A.

Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi sereta permasalahan

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan.

. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisai. Untuk setiap pernjrataan
kinerjg organisasi sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab kerberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



b. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
D. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatan kinerjanya
E. Lampiraan:
a. Perjanjian Kinerja
b. Lain-lain yang dianggap perlu
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